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Marginally PT's product and service. TASPEN (Persero) are ministering 
paying emeritus Civil Public Servant (PNS). As actualise as taste carries the ball 
on task that is charged, PT. TASPEN (Persero) giving alae paying service prima 
to participants active and a retired Civil Public Servant (PNS) with motto services 
5 (five) T or 5 (five) Duly which is correct person, timely, duly foots up, duly 
place, and correct administration and everlastingly tries to increase its service 
quality.  
To the effect writer do watch is subject to be know how paying ministering 
procedure emeritus Civil Public Servant (PNS) at PT. TASPEN (Persero) 
Surakarta's branch?  
In final task writing this, writer takes watch location at PT. TASPEN 
(Persero) Surakarta's branch those are on Veteran Road No. 305 Surakarta, by use 
of primary data source that acquired direct from PT. TASPEN (Persero) 
Surakarta's branch, and secondary data source that acquired of supporter book that 
is engaged pertinent problem. Meanwhile its data collecting method utilize 
observation method by direct watch, interview by arranges interview to the 
interesting executor, bibliography with supporter book way of readings those are 
engaged Civil Public Servant pension.  
Of watch result, this following ministering procedural phases paying 
emeritus one are done at Ministering part and finance department on PT. TASPEN 
(Persero) Surakarta's branch: Customer is service accepts SPP Klim of participant, 
researcher officer analyze file from Customer service, data recording officer do 
arithmetic technical data update, officer arithmeticing to do count and prints count 
Sheet, officer verifies to analyze count truth, establishments sexy head klim adds 
signature on validating arithmetic, carry the wind area ministeringing to add 
signature as otorisator, section financialing to do rangkap3's voucher print, 
meregistrasi is voucher, analyze amount remoney who that dibayarkan will, head 
financing-related to do validation, malakukan posting's cashier as proof as paying 
transactions, cashier does payment.  
After writer does thereabouts watch 30 days, therefore writer concludes 
that performing phase talk shop that done by PT. TASPEN (Persero) Surakarta's 
branch corresponded to paying ministering procedure phases one established by 







A. Latar Belakang Masalah 
 
     Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai kedudukan dan peranan yang penting serta 
menentukan dalam penyelenggaraan Negara/Pemerintahan. Kelancaran pelaksanaan 
pembangunan nasional pada pokoknya tergantung dari semangat, tekad, sikap mental, 
dan kedisplinan unsur aparatur negara. 
     Mengingat pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pembangunan 
nasional maka perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, serta peningkatan 
kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. 
     Usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya 
dilakukan melalui penyelenggaraan program Pensiun PNS. Berdasarkan Keputusan 
Menteri Pertama RI nomor : 388/MP/1960 disebutkan bahwa “Perlunya pembentukan 
jaminan sosial bagi Pegawai Negeri dan keluarganya pada saat mengakhiri 
pengabdiannya kepada Negara.  
     Program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yakni memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila mendapat resiko yang 
mengakibatkan peserta tersebut tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua atau telah 
mencapai usia tidak produktif lagi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang 
diembankan kepada peserta atau jaminan keuangan bagi ahli warisnya apabila peserta 
tertimpa resiko kematian sebelum mencapai usia pensiun/tertimpa resiko kematian 
ketika menjalani masa pensiun. 
     Pemerintah memberikan tugas penyelenggaraan dan pengelolaan program dana 
pensiun kepada PT. TASPEN (Persero). Kemudian sejak tanggal 1 April 1989 PT. TASPEN 
(Persero) diberi tanggung jawab yang lebih besar oleh pemerintah melalui pelimpahan 
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program pensiun yang sebelumnya dikelola oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas 
Negara (KPKN). 
 
     Secara garis besar produk dan layanan PT. TASPEN (Persero) adalah pelayanan 
pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelayanan pembayaran pensiun 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dibayarkan secara tunai di Kantor Cabang Utama (KCU) 
atau kantor Cabang (KC) TASPEN, atau dapat juga dibayarkan melalui Kantor Pos dan 
Bank yang bekerjasama dengan PT. TASPEN (Persero). 
     Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab atas tugas yang dibebankan, PT. TASPEN 
(Persero) memberikan pelayanan pembayaran secara prima kepada para peserta aktif 
dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan moto layanan 5 (lima) T atau 5 (lima) 
Tepat yaitu tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi 
dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya. 
     Sesuai keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, prosedur atau 
tata cara pelayanan pembayaran kepada masyarakat harus mengandung sendi-sendi 
kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan dan kenyamanan, keterbukaan, 
efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata serta ketepatan waktu. 
     Prosedur sendiri merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari 
tahap demi tahap pekerjaan yang saling berkesinambungan sehingga merupakan bentuk 
kerjasama antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Setiap bagian mempunyai 
tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri yang akan terjalin dalam suatu rangkaian kerja. 
     Pelaksanaan prosedur itu sendiri harus sistematis dan logis, mana langkah yang harus 
didahulukan, mana langkah yang selanjutnya dan mana langkah yang terakhir. Setiap 
langkah yang dilakukan harus terpola dengan baik. 
     Prosedur yang dibuat bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar setiap 
pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan pembayaran yang 
memuaskan bagi para peserta Taspen. 
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     Dengan adanya prosedur yang jelas dan sederhana, proses pelayanan pembayaran 
dapat berjalan efektif dan efisien. Keadaan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi 
para peserta Taspen dan keluarganya dalam mengurus permohonan pelayanan 
pembayaran hak pensiun. Penyelesaian hak peserta yang tepat waktu membuat para 
peserta Taspen dan keluarganya dapat lebih cepat menikmati hak atas nilai manfaat 
dana pensiun di usia lanjut. 
     Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui 
prosedur pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. TASPEN 
(Persero) Cabang Surakarta. 
 
B. Perumusan Masalah 
 
     Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan 
dalam pengamatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah prosedur pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang dilakukan PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta ? 
 
C. Tujuan Pengamatan 
 
     Secara garis besar tujuan pengamatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui prosedur pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang dilakukan PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta. 
 
D. Manfaat Pengamatan 
 
1. Manfaat bagi penulis : 
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a. Memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan kerja secara langsung di PT. 
TASPEN (Persero) Cabang Surakarta. 
b. mendapat pengalaman kerja dan pengembangan diri untuk mengenal lebih 
dekat cara bekerja di instansi. 
2. Manfaat bagi instansi : 
a. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam melaksanakan pekerjaan. 
b. Instansi akan lebih meningkatkan kinerjanya sebagai instansi yang terbuka dan 
transparan. 
3. Manfaat bagi masyarakat : 
a. Menambah pengetahuaan. 




TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN 
 
A. Tinjauan Pustaka 
 
1. Prosedur 
a. Pengertian Prosedur 
1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989 cetakan ke-2, 
menerangkan bahwa pengertian dari prosedur adalah proses melakukan 
kegiatan tertentu dengan menyerahkan tenaga orang lain. 
2) Menurut Louis A. Allen yang terdapat dalam buku karangan A. S. Moenir 
tahun 1983 halaman 110, mengatakan bahwa suatu prosedur ialah suatu 
metode yang dinormalisasikan untuk melakukan pekerjaan yang telah 
terperinci. 
3) Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnell dalam buku karangan A. S. 
Moenir tahun 1983 halaman 110, menyatakan bahwa Prosedur adalah 
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rencana yang menuju pada metode penyelesaian kegiatan yang akan 
datang. 
     Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 
dimaksud dengan prosedur ialah suatu tata cara yang dilakukan untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan. 
     Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana, dan oleh siapa 
masing-masing tugas harus diselesaikan serta menggambarkan cara pekerjaan 
akan diselesaikan. Melalui prosedur, pekerjaan dapat diikuti, diawasi, dan 
diarahkan kepada pencapaian tahap dengan selamat, cepat, hemat dan cermat. 
b. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan prosedur : 
1) Urutan langkah-langkah hendaknya sederhana dan tidak berbelit-belit. 
2) Urutan langkah-langkah hendaknya berkaitan dengan yang hendak dicapai. 
 
a. Faktor waktu hendaknya dipertimbangkan tepat karena hal ini sangat 
berharga. 
b. Mudah dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan, dan dengan cepat 
menjadi kebiasaan dalam tingkah laku. 
c. Membuat diagram, sketsa, atau bentuk lain dari prosedur itu, sehingga 
mudah diikuti dan dipahami oleh orang yang berkepentingan. 
d. Dalam pembuatan prosedur harus diperhitungkan adanya jaminan atas 
pengawasan. 
e. Agar prosedur dapat diawasi dan diikuti secara baik, perlu adanya 
kelengkapan form yang sifatnya sama. 
f. Prosedur yang dibuat hendaknya selalu berdasarkan atas aturan pokok yang 
ada dan merupakan kelengkapan yang mengikat. 
 
i. Pelayanan pembayaran 
a. Pengertian pelayanan 
Pelayanan adalah merupakan bagian dari kegiatan pemasaran yang dilakukan 
oleh suatu perusahaan yang dapat dirasakan oleh semua orang yang memiliki 
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kebutuhan dan kebutuhan itu dilihat didefinisikan dan kemudian dilayani oleh 
perusahaan guna mencapai kepuasan pelayanan. (Menurut Drs. Indriyo Gito 
Sudarmo, M. Com (Hons) ; 1995 hal 9). 
Pelayanan yaitu meliputi penyerahan, instalasi, pelatihan pelanggan, jasa 
konsultasi dan perbaikan. 
1) Penyerahan 
Maksudnya seberapa baik produk atau jasa diserahkan kepada pelanggan, 
meliputi kecepatan, ketepatan dan perhatian selama proses penyerahan. 
2) Instalasi 
Maksudnya tindakan yang dilakukan supaya produk dapat bekerja di 
tempatnya. 
3) Pelatihan pelanggan 
Maksudnya pelatihan supaya pelanggan dapat menggunakan peralatan 
dengan baik dan efisien. 
4) Jasa konsultasi 
Maksudnya jasa data, informasi, sistem dan saran yang diberikan penjual, 
baik gratis maupun dikenakan biaya (Menurut Philip Kother dan A.B. 
Susanto, 2001 hal 397). 
Menurut pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
     Pelayanan adalah bagian dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan 
meliputi penyerahan, instalasi, pelatihan pelanggan, jasa konsultasi dan 
perbaikan guna mencapai kepuasan pelayanan. 
b. Dalam masalah pelayanan ada 4 aspek yang perlu diperhatikan yaitu : 
3) Tersedianya pelayanan 
Yaitu mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia setiap saat. 
4) Kapasitas Pelayanan 
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Yaitu kapasitas dari mekanisme pelayanan diukur berdasarkan jumlah 
pelanggan yang dapat dilayani secara bersama-sama. Kapasitas pelayanan 
tidak selalu sama setiap saat, ada yang tetap tapi ada yang berubah-ubah, 
karena itu fasilitas pelayanan dapat memiliki satu atau lebih saluran. 
Fasilitas yang mempunyai satu saluran disebut saluran tunggal atau sistem 
pelayanan tunggal dan fasilitas yang mempunyai lebih dari satu saluran 
disebut saluran ganda atau sistem pelayanan ganda. 
5) Lamanya pelayanan 
Yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melayani seorang pelanggan. Ini harus 
dinyatakan secara pasti. Oleh karena itu, waktu pelayanan boleh tetap dari 
waktu untuk semua pelanggan atau boleh juga berupa variable acak yang 
terpancar secara bebas dan sama serta tidak tergantung pada waktu 
pelanggan tiba. 
6) Disiplin pelayanan 
Yaitu kebiasaan atau kebijakan dimana para pelanggan dipilih sesuai antrian 
untuk dilayani. 
c. Pembayaran 
1) Pembayaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, 
perbuatan membayar. (2005: 117). 
2) Pembayaran menurut Hoetomo Umar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah perbuatan membayarkan atau membayar. (2005: 89). 
 
ii. Pensiun 
a. Pengertian Pensiun 
1) Menurut Kolonel Susilo Martoyo, SE 
Pensiunan pegawai adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena suatu 
sebab tertentu, dengan ganti rugi yang dilakukan berkali-kali sebagai 
jaminan hari tua. (1999:182). 
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2) Pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai, 
sedangkan uang pensiun adalah uang tunjangan yang diterima tiap-tiap 
bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri (suami) atau 
anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia. (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 2005:850). 
3) Pensiun menurut Hoetomo Umar adalah uang sara, sudah tidak bekerja lagi 
dan mendapat uang sara / uang pensiun. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
2005:380). 
Menurut pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
     Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh peserta pensiun setiap 
bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 
jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasanya selama bekerja. 
b. Pengertian Dana Pensiun 
1) Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan 
program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. (UU No.11 
tahun 1992). 
2) Dana pensiun adalah suatu lembaga yang menggelola program pensiun yang 
dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu 
perusahaan terutama yang sudah pensiun. (Y. Sri Susilo dkk, 2000 : 190). 
     Berdasarkan dari dua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana 
pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang 
menjanjikan manfaat dan memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu 
perusahaan terutama yang sudah pensiun. 
 
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
     Sebagaimana tercantum dalam peraturan yang berlaku (UU Nomor 43 tahun 
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap 
warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat 
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau 
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diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang : 
a. Bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND), 
Sekretariat Lembaga Negara, instansi vertikal di Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, instansi TNI dan Kepolisian. 
b. Bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 
c. Diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom dan organisasi yang 
menyelenggarakan pelayanan publik lainnya. 
d. Menyelenggarakan tugas negara lainnya, seperti hakim pada Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Tinggi dan lain sebagainya. 
e. Gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
     Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 2 (dua) yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan 
Pegawai Negeri Sipil Daerah. 
     Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri yang gajinya dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada 
Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, kesekretariatan Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara, instansi vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, 
Kepaniteraan Pengadilan, atau bekerja menyelenggarakan tugas Negara lainnya. 
     Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri yang bekerja di Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada instansi Pemerintah Daerah atau 
dipekerjakan diluar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai 
Negeri Sipil Daerah dapat diperbantukan di luar instansi induk, dan gajinya 
dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. 
 
5. Prosedur pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. TASPEN 
(Persero) Cabang Surakarta adalah suatu tata cara yang dilakukan PT. TASPEN 
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(Persero) dalam memberikan pelayanan pembayaran pensiun kepada para 
pesertanya  setelah para peserta melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan. 
Berikut ini gambar prosedur pelayanan dan prosedur pembayaran di PT. TASPEN 















Gambar 1.2. Prosedur Pelayanan 
 
      Kegiatan          Dokumen      Penanggung jawab 
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Tahap-tahap prosedur yang dilakukukan antara lain : 
Menerima SPP dan 
mengagendakan 
Meneliti kebenaran dan 
keabsahan berkas dan 
menetapkan waktu 
mulainya proses SPP 




























Berkas SPP, LPH 
Berkas SPP, LPH 







1) Customer Servis menerima Surat Permohonan Pembayaran (SPP) klim atau hak dari 
peserta. 
2) Petugas penelitian menerima berkas dari customer servis  untuk diteliti kebenaran 
dan keabsahan. 
3) Petugas perekaman data melakukan update data teknis perhitungan sesuai yang 
tertera pada berkas pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP). 
4) Petugas perhitungan melakukan perhitungan hak peserta dan mencetak Lembar 
Perhitungan Hak (LPH). 
5) Petugas verifikasi melakukan penelitian atas kebenaran perhitungan hak peserta. 
6) Kepala Seksi Penetapan Klim melakukan pengecekan atas hasil perhitungan dan 
membubuhkan tanda tangan atas pengesahan perhitungan. 
7) Kepala Bidang Pelayanan membubuhkan tanda tangan sebagai otorisator atas 


















Gambar 1.3. Prosedur Pembayaran Klim 
 
 




Tahap-tahap prosedur yang dilakukukan antara lain : 
1) Seksi keuangan melakukan cetak voucher atau lembar perhitungan rangkap 3. 
2) Seksi keuangan meregistrasi voucher atau lembar perhitungan. 








kartu dan LPH 
voucher 
Berkas SPP, kartu 
dan LPH 
voucher 
Berkas SPP, kartu 
dan LPH 
Seksi  bidang 
keuangan 












Berkas SPP, kartu 
dan LPH 
voucher 
Berkas SPP, kartu 
dan LPH 
voucher 









4) Kepala Bidang Keuangan melakukan pengesahan lembar perhitungan. 
5) Kasir melakukan posting atau pencatatan sebagai bukti transaksi pembayaran yang 
akan dilakukan. 
6) Kasir yang telah menerima Lembar Perhitungan Hak (LPH) melakukan pembayaran 
kepada peserta. 
 
B. Metode Pengamatan 
 
1. Sumber data 
a. Data primer 
Data yang diperoleh secara langsung dari PT. TASPEN (Persero) Cabang 
Surakarta. 
b. Data sekunder 
Data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang didapat dari buku 
penunjang dan buku yang berhubungan dengan sistem penyelenggaraan  atau 
sumber bacaan lain dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta. 
c. Lokasi pengamatan 
PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta. 
2. Teknik pengumpulan data 
a. Studi kepustakaan 
Yaitu metode pengumpulan data dari buku-buku acuan dan buku penunjang 
yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan. 
b. Wawancara 
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara 




Yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap 




DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI 
 
A. Sejarah Berdirinya PT. TASPEN (Persero) 
     PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang sering disingkat menjadi PT. 
TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas oleh 
pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang 
terdiri dari Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun bagi Pegawai Negeri 
Sipil. 
     Pendirian PT. TASPEN (Persero) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada saat mencapai usia pensiun. 
Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hari tua dan asuransi sosial bagi 
Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dirintis sejak tahun 1960 melalui Konferensi 
Kesejahteraan Pegawai Negeri yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 25 sampai 26 
Juli 1960. Keputusan konferensi tersebut secara resmi dituangkan dalam Keputusan 
Menteri Pertama RI No. 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960, yang antara lain 
menetapkan tentang perlunya pembentukan jaminan sosial bagi pegawai negeri sebagai 
bekal bagi pegawai negeri dan keluarganya di saat mengakhiri pengabdiannya kepada 
negara. 
     Sebagai realisasi dari konferensi tersebut maka pada tanggal 17 April 1963 melalui 
Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1963 didirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan 
dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN). Atas diberlakukannya Undang-Undang No. 9 
tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Perusahaan Negara, maka pada tahun 1970 
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dilakukan perubahan bentuk badan hukum PN TASPEN menjadi Perusahaan Umum atau 
Perum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No: Kep-749/MK/IV/II/1970. 
     Sejalan dengan perkembangan perekonomian negara dan beban tugas yang diemban 
perusahaan, maka pada tanggal 4 Januari 1982 dilakukan perubahan bentuk Badan 
Hukum Perum TASPEN menjadi Perseroan Terbatas sehingga bernama PT. TASPEN 
(Persero). Perubahan ini dituangkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981, 
sebagai pelaksanaan dari Peraturan pemerintah 
Nomor 25 Tahun 1981. 
     Sejak awal berdiri TASPEN hanya mengelola Program Tabungan Hari Tua (THT) bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan sejak tahun 1987 TASPEN mulai mendapat tugas untuk 
mengelola Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian TASPEN telah 
sepenuhnya mengelola Program Asuransi Sosial yang menurut PP No. 25 tahun 1981 
didefinisikan sebagai Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk Dana Pensiun, THT, 
dan kesejahteraan lainnya. 
     Sebagai upaya untuk memudahkan peserta Taspen dalam memperoleh haknya, PT. 
TASPEN (Persero) mendirikan 42 Kantor Cabang yang terdiri dari 6 (enam) Kantor 
Cabang Utama dan 36 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah 
satu Kantor Cabang tersebut adalah PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta. 
 
B. Kondisi Umum PT.TASPEN (Persero) Cabang Surakarta 
     PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta merupakan salah satu Kantor Cabang PT. 
TASPEN (Persero) yang ditugaskan untuk menggerakkan/ menjalankan segala 
aktivitas/kegiatan Program Asuransi (THT) dan Program Pensiun yang ditempatkan di 
bawah pengawasan Kantor Cabang Utama Semarang dan TASPEN Pusat yang 
berkedudukan di Jakarta yang juga bertindak sebagai pengelola aktivitas yang berkaitan 
dengan Program Asuransi (THT) dan Program Pensiun. 
Maksud didirikannya PT. TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kesejahteraan para pesertanya. 
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2. Meningkatkan pelayanan kepada pesertanya. 
3. Menumbuhkan kepercayaan kepada peserta bahwa perusahaan berkemampuan 
dalam memenuhi kewajiban. 
Tujuan didirikan PT. TASPEN (Persero) sebagai berikut : 
1. Untuk memberikan kesejahteraan kepada peserta melalui pembayaran nilai manfaat 
(benefit). 
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai perusahaan dan pegawainya. 
3. Untuk berperan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan kepentingan 
lingkungannya secara selaras dan seimbang. 
     Lokasi PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta terletak di Jalan Veteran No. 305 
Surakarta, dengan luas tanah 2126 m2 dan luas bangunan 1600 m2 serta jumlah pegawai 
43 orang. Dalam menjalankan tugasnya PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta 
memberlakukan sistem 5 (lima) hari kerja dengan jadwal jam kerja sebagai berikut : 
1. Hari biasa yaitu Senin sampai dengan kamis. 
Masuk pukul 07.45 sampai dengan pukul 16.30. 
Istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00. 
2. Hari Jum’at  
Pukul 07.00 sampai dengan pukul 07.30 senam (kecuali pada minggu pertama). 
Masuk pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30. 
Istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.30. 
     Masalah gaji pegawai pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta merupakan satu 
hak yang diberikan kepada pegawai dan merupakan balas jasa/penghargaan kerja 
seorang pegawai. Penggajian pegawai pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta 
adalah sebagai berikut : 
1.  Gaji pegawai sebesar 25% dari APBD dan 22,5% dari PT. TASPEN (Persero) Cabang 
Surakarta menurut pangkat serta masa kerja yang ditetapkan mulai bulan pertama 
kerja. 
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2. Gaji pokok pegawai besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan 
Pangkat. 
3. Tunjangan yang berlaku bagi pegawai : 
a Tunjangan suami/isteri sebesar 2 kali dari gaji pokok, apabila suami/isteri kedua-
duanya berkedudukan sebagai pegawai PT. TASPEN (Persero) maka salah satu 
dari mereka harus keluar. 
b Tunjangan anak sebesar dari gaji pokok untuk 3 orang anak sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1997. 
c Tunjangan jabatan. 
d Tunjangan kesehatan. 
     Gaji pegawai PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta diberikan secara bulanan. 
     Untuk menunjang dan menjaga agar kerja tetap lancar dan baik maka PT. TASPEN 
(Persero) Cabang Surakarta mempunyai beberapa sarana dan fasilitas pendukung, yaitu: 
a. Gedung 





g. Ruang Rapat 
h. Ruang Serba Guna 
i. Ruang Kerja yang Memadai 
j. Lapangan Volly 
     Sebagai penghargaan atas kinerja pegawainya, PT. TASPEN (Persero) memberikan 
Sertifikat Service Evelent kepada para pegawainya yang berprestasi. Pegawai PT. TASPEN 
(Persero) Cabang Surakarta sendiri sangat merespon adanya program tersebut, terbukti 
sampai saat ini hampir 95% pejabat dan karyawan PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta 
telah mendapatkan Sertifikat Service Evelent atau Pelayanan Prima bahkan dengan mine 
tune up. 
 
C. Visi dan Misi PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta 
     Visi dan Misi serta Tata Nilai perusahaan yang menjadi jiwa hidupnya perusahaan 
merupakan hasil rumusan yang dilakukan secara bersama-sama oleh komisaris, direksi, 
seluruh manajer utama, serta seluruh pimpinan Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang 
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yang dideklarasikan pada tanggal 19 April 2004 dalam acara puncak peringatan HUT TASPEN 
ke-41 
1. Visi 
     Sesuai dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri 
Sipil, maka visi PT. TASPEN (Persero) adalah: 
“Menjadikan Taspen sebagai pengelola dana pensiun & THT berkelas dunia yang 
bersih, sehat, dan benar dengan pelayanan tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, 
tepat tempat, dan tepat administrasi. 
Secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 
1. Tepat Orang 
     Manfaat dibayarkan kepada peserta yang berhak atau ahli warisnya yang sah 
sesuai dengan identitas penerima yang dibuktikan dengan KTP/SIM/Kartu Pegawai, 
dan sesuai dengan identitas peserta yang meliputi NIP, nama, tanggal lahir, jenis 
kelamin, status, penghasilan, instansi, dan domisili yang tercantum pada Kartu 
Peserta TASPEN/KTP, Kartu Identitas Pensiun/KARIP, Karpeg, dan dokumen 
kepegawaian lainnya yang sah. 
2. Tepat Waktu 
     Setelah permohonan klim diterima dan dinyatakan memenuhi syarat oleh 
petugas, manfaat dibayarkan kepada peserta yang berhak atau ahli warisnya dalam 
waktu tidak lebih dari 1 (satu) jam untuk Syarat Permohonan Pembayaran (SPP) 
langsung dan tidak lebih dari 2 (dua) jam untuk SPP tidak langsung. 
3. Tepat Jumlah 
     Manfaat dibayarkan kepada peserta atau ahli warisnya setelah dihitung 
berdasarkan persyaratan, jumlah dan tata cara pembayaran manfaat yang telah 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan/ketentuan yang berlaku dan jumlah yang 
dibayarkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada tanda penerimaan uang (tanpa 
dikurangi oleh biaya-biaya lain dalam bentuk apapun). 
4. Tepat Tempat 
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     Manfaat dibayarkan kepada peserta atau ahli warisnya pada kantor bayar yang 
sesuai dengan keinginan pemohon atau klim. Kantor bayar tersebut dapat berupa 
Kantor Pos, Bank mitra kerja Taspen, maupun kantor Taspen itu sendiri. 
5. Tepat Administrasi 
     Setiap pemohon klim diterima, diperiksa, dibayarkan dan diadministrasikan 
menurut prinsip-prinsip kearsipan dan dokumentasi sehingga mudah dan cepat 
ditemukan, serta aman dari bahaya kebakaran, kebanjiran, dan kehilangan. 
2. Misi 
     Dengan mengemban visi tersebut maka misi PT. TASPEN (Persero) adalah 
“Mewujudkan hari-hari yang indah bagi peserta melalui pengelolaan dana pensiun 
dan THT secara profesional dan akuntabel dengan berlandaskan etika dan integritas 
yang tinggi” 
 
3. Tata Nilai PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta 
Adapun tata nilai PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta antara lain : 
1. Tumbuh 
     TASPEN mengembangkan diri dan mampu mengikuti tuntutan perubahan yang 
terjadi, baik karena tuntutan lingkungan internal maupun eksternal. 
2. Etika 
     TASPEN melayani peserta dan keluarganya dengan ramah, santun, rendah hati, 
sabar, dan manusiawi. 
3. Profesional 
     TASPEN bekerja dengan terampil dan mampu memberikan solusi berdasarkan 5T 
yaitu tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi. 
4. Akuntabilitas 
     TASPEN dalam melaksanakan pekerjaan dapat ditelusuri rangkaian prosesnya 
berdasarkan sistem dan prosedur kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. 
5. Integritas 
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     TASPEN senantiasa konsisten dalam memegang amanah dan melaksanakan 
janjinya sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan misi perusahaan. 
Dengan visi, misi, dan nilai-nilai tersebut, maka ciri-ciri TASPEN ke depan adalah : 
1. TASPEN pengelola Dana Pensiun dan THT. 
2. TASPEN berkelas dunia. 
3. TASPEN yang bersih, sehat, dan benar. 
4. TASPEN yang tepat. 
5. TASPEN peduli. 
6. TASPEN amanah. 
7. TASPEN korpri. 
D. Program yang Dikelola PT. TASPEN (Persero) 
     PT. TASPEN (Persero) menyelenggarakan 2 (dua) jenis program utama, yaitu : Program 
Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun. 
1. Program Tabungan Hari Tua 
     Program THT merupakan program yang telah diselenggarakan sejak berdirinya 
TASPEN pada tahun 1963. sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 
tahun 1981, Program THT adalah program asuransi yang terdiri dari Asuransi Dwiguna 
yang dikaitkan dengan usia pensiun, ditambah dengan Asuransi Kematian (Askem). 
     Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Asuransi Dwiguna adalah suatu jenis 
asuransi yang memberikan jaminan keuntungan bagi peserta (PNS) TASPEN, ketika yang 
bersangkutan mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta (PNS) 
meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, sedangkan Asuransi Kematian 
merupakan asuransi jiwa seumur hidup bagi PNS peserta TASPEN dan suami/istrinya, 
kecuali bagi janda/duda PNS yang menikah lagi. Sedangkan bagi anak PNS, Asuransi 
Kematian merupakan asuransi berjangka yang dibatasi usia anak, yaitu sampai dengan 
usia 25 tahun (dengan catatan : belum menikah atau belum bekerja), maksimum untuk 
sebanyak 3 (tiga) kali kejadian. 
a. Tujuan 
     Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya dengan 
memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun 
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atau bagi ahli warisnya (suami/istri/anak/orang tua) pada waktu peserta meninggal 
dunia sebelum usia pensiun (peserta meninggal dunia di masa aktif kerja) 
b. Peserta 
Peserta program Tabungan Hari Tua terdiri dari: 
1) Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen 
HANKAM 
2) Pejabat Negara 
3) Pegawai BUMN/BUMD 
 
c. Kepesertaan 
     Kepesertaan Program THT dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai 
Pegawai/Pejabat Negara sampai dengan saat berhenti sebagai Pegawai/Pejabat 
Negara dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sebelum 1 Juli 1961, masa 
kepesertaan dihitung sejak tanggal 1 Juli 1961. 
2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Irian Jaya sebelum 1 Januari 
1971, masa kepesertaan dihitung sejak tanggal 1 Januari 1971. 
d. Kewajiban peserta program 
Para peserta program THT mempunyai kewajiban sebagai berikut: 
1) Membayar Iuran Wajib Peserta (IWP/Premi) sebesar 3,25% dari penghasilan tiap 
bulan (penghasilan menurut Keppres No. 8/1977 adalah Gaji Pokok + Tunjangan 
Istri + Tunjangan Anak) 
2) Memberikan keterangan mengenai data penghasilan, data diri, dan keluarga. 
3) Melaporkan perubahan data penghasilan, data diri, dan data keluarga. 
     Untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih besar kepada para peserta, 
maka PT. TASPEN (Persero) telah mengembangkan 2 (dua) program baru, yaitu 
Program THT Multiguna Sejahtera dan THT Ekaguna Sejahtera yang sifatnya sukarela 
bagi para pegawai BUMN/BUMD. 
1. Program THT Multiguna Sejahtera 
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     Program THT Multiguna Sejahtera adalah pengembangan dari Asuransi 
Dwiguna dengan penambahan manfaat berkala, disamping manfaat THT dan 
manfaat nilai tunai. Besarnya manfaat berkala disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kemampuan masing-masing peserta (BUMN/BUMD). Program ini telah 
diikuti oleh beberapa BUMN/BUMD. Peserta Program Asuransi Multiguna 
Sejahtera adalah PT. Pos Indonesia dan PT. Pelabuhan Indonesia VI. 
2. Program THT Ekaguna Sejahtera 
     Program THT Ekaguna Sejahtera menawarkan manfaat THT saja kepada 
peserta (BUMN/BUMD) yang ingin membatasi kewajiban iurannya. Program ini 
juga telah diikuti oleh beberapa BUMN/BUMD. 
e. Hak Peserta 
1) Tabungan Hari Tua, diberikan dalam hal peserta berhenti karena: 
1. Pensiun 
2. Meninggal dunia pada masa aktif 
3. Sebab-sebab yang lain (bukan karena pensiun/meninggal dunia) 
2) Asuransi Kematian, diberikan dalam hal terjadi kematian atas diri: 
1. Peserta (baik semasa aktif maupun setelah pensiun) 
2. Istri/suami dan anak-anak peserta 
3. Istri/suami dari Pejabat Negara yang masih aktif 
3) Berdasarkan Surat edaran Direksi No. SE-28/DIR/1994 tanggal 13 Desember 
1994 perihal paket pelayanan kepada janda atau duda penerima pensiun, 
khususnya dalam hal peserta berhenti karena pensiun atau penerima pensiun 
meninggal dunia, maka pembayaran hak akan dilakukan dalam satu paket, yaitu 
untuk: 
1. Berhenti karena pensiun, haknya adalah Tabungan Hari Tua, pensiun 
pertama, dan pengembalian uang taperum. 
2. Penerima pensiun yang meninggal dunia, kepada janda/dudanya akan 
dibayarkan Uang Duka Wafat (UDW) dan Asuransi Kematian (Askem), 
pensiun terusan dan atau pensiun peninggalan (bila ada) serta pensiun 
janda/duda. 
2. Program Pensiun 
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     Sejak awal tahun 1987 PT. TASPEN (Persero) diberi kepercayaan oleh pemerintah 
untuk melaksanakan program pembayaran pensiun bagi PNS yang sebelumnya dikelola 
oleh KPKN. Program ini diawali pada 3 (tiga) Propinsi yaitu Bali, NTB, NTT. Pada bulan 
Januari 1988 wilayah pembayaran pensiun ditambah dengan propinsi-propinsi di wilayah 
Sumatra.  
Pada tanggal 1 April 1989 wilayah pembayaran pensiun diperluas mencakup wilayah 
Jawa dan Madura. Kemudian sejak April 1990 wilayah pembayaran pensiun diperluas 
lagi yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Irian Jaya. Sejak saat itu PT. 
TASPEN (Persero) telah melaksanakan pembayaran pensiun di seluruh wilayah 
Indonesia. 
     Program Pensiun merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah : 
1. Mencapai usia pensiun 
2. Meninggal pada masa aktifnya, yang akan diberikan kepada janda/duda/anaknya 
sebelum berumur 25 tahun. 
a. Tujuan 
1). Untuk memberikan jaminan hari tua bagi pegawai negeri/peserta TASPEN pada 
saat masa pensiun.  
2). Sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri/peserta setelah yang 
bersangkutan melakukan pengabdiannya kepada negara 
b. Peserta 
     Dalam penyelenggaraan pembayaran pensiun, para penerima pensiun 
dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok pensiun, yaitu: 
1) Pensiun PNS pusat, kecuali PNS Departemen HANKAM yang dipensiunkan 
setelah tanggal 1 April 1989 
2) Pensiun PNS daerah otonomi 
3) Pensiun Pejabat Negara 
4) Anggota ABRI yang dinas dan pensiun sebelum tanggal 1 April 1989 
5) Penerima tunjangan veteran 
6) Penerima tunjangan PKRI/KNIP 
7) Penerima Uang Tunggu PNS 
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c. Syarat pokok memperoleh Hak Pensiun menurut Pasal 9.1 (a) UU. No. 11 antara lain 
: 
1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun; 
2) Mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun dan; 
3) Telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri. 
d. Kewajiban peserta 
Para peserta program pensiun mempunyai kewajiban sebagai berikut: 
1) Membayar Iuran Wajib Peserta (IWP) 
Para penerima pensiun, khususnya yang berstatus sebagai PNS dan atau Pejabat 
Negara sebagai peserta Program Pensiun PT. Taspen (Persero) semasa aktif 
wajib membayar iuran yang besarnya adalah 4,75% dari penghasilan sebulan 
(berdasarkan Keppres No. 8 tahun 1977) 
2) Memberi keterangan mengenai data penghasilan, data diri dan keluarganya. 
3) Menyampaikan perubahan data penghasilan, data diri dan keluarganya. 
e. Jenis Pensiun : 
1) Diri pensiun yang bersangkutan. 
2) Janda/Duda pensiunan. 
3) Yatim/Piatu pensiunan. 
4) Orang Tua (bagi PNS yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami/anak). 
f. Hak peserta 
Para peserta Program Pensiun mempunyai hak sebagai berikut: 
4) Pembayaran pensiun pertama dan pensiun bulanan 
5) Uang pensiun terusan 
6) Uang Duka Wafat (UDW) 
7) Pensiun Janda/Duda/Anak 
8) Uang kekurangan pensiun (UKP) 
     Sebagai tanda kepesertaan pada PT. TASPEN (Persero), para peserta diwajibkan 
memiliki Kartu Peserta TASPEN (KPT) yang dapat diperoleh dengan syarat menyerahkan 
berkas sebagai berikut : 
1. Surat pengantar dari instansi peserta. 
2. Foto copy KARPEG (Kartu Pegawai). 
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3. Foto copy SK (Surat Keputusan) CAPEG (Calon Pegawai). 
4. Foto copy SK/SKG (Surat Keterangan Golongan) terakhir. 
 
E. Pengorganisasian PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta 
     Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 
(PERSERO) No. SK-38/DIR/1999. Organisasi PT. TASPEN (Persero) terdiri atas: 
1. Kantor Pusat 
2. Kantor Cabang Utama 
3. Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) 
     Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh 
Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi melalui Kepala Kantor Cabang Utama. Kantor 
Cabang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha perusahaan yang langsung 
berhubungan dengan peserta dalam rangka memperoleh pelayanan Program Tabungan Hari 
Tua dan Program Pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Direksi atau Kepala Kantor Cabang Utama. 
     Adapun Struktur Organisasi PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta terdiri dari : 
a. Kepala Cabang 
b. Pengendali Madya 
c. Kepala Bidang Persum 
d. Kepala Bidang Pelayanan 
e. Kepala Bidang Keuangan 
f. Kepala Seksi Umum 
g. Kepala Seksi Personalia 
h. Kepala Seksi Penetapan Klaim 
i. Kepala Seksi Penetapan DPP 
j. Kepala Seksi Administrasi 
k. Kepala Seksi Keuangan 
l. Pelaksana 


































     Dari struktur organisasi tersebut, Kepala Kantor Cabang membawahi langsung Kepala 
Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Personalia dan Umum, dan Kepala Bidang Keuangan. 
Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jabatan adalah sebagai 
berikut: 
1. Kepala Kantor Cabang 
Bertanggung jawab kepada : Kepala Cabang Utama 
Membawahi langsung  : Kepala Bidang Pelayanan 
         Kepala Bidang Personalia dan Umum 
        Kepala Bidang Keuangan 
Tugas Pokok : 
Membantu Direksi dan Kepala Kantor Cabang Utama serta bertanggung jawab atas 
pelaksanaan seluruh kegiatan operasional di Kantor Cabang Surakarta. 
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 
a. Bertindak untuk dan atas nama direksi serta mengikat cabang dengan pihak-
pihak lain atas persetujuan Direksi PT. TASPEN (Persero) 
b. Membantu menjabarkan kebijakan perusahaan yang menyangkut Kantor 
Cabang. 
c. Memberikan pengarahan serta pembinaan kepada jajaran dibawahnya yang 
menjadi tanggung jawabnya. 
d. Bertanggung jawab terhadap pembinaan usaha kecil dan koperasi di unit 
kerjanya. 
e. Bertindak atas nama Direksi, selaku manajemen Kantor Cabang melaksanakan 
tugas yang dapat mendukung sistem mutu pelayanan demi kepuasan peserta 
dengan melaksanakan : 
1) Tinjauan Manajemen 
2) Audit Mutu Internal 
3) Tindakan Koreksi dan Pencegahan 




5) Teknik Statistik 
6) Pengendalian Catatan Mutu 
f. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian dan pencatatan identifikasi masalah 
yang berkaitan dengan mutu. 
g. Melaksanakan tugas/kebijakan lain yang dibebankan oleh Direksi. 
h. Bertanggung jawab atas penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai 
yang berada di unit kerjanya. 
 
2. Kepala Bidang Pelayanan 
Bertanggung jawab kepada : Kepala Cabang Surakarta 
Membawahi langsung  : Kepala Seksi Penetapan Klim 
       Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran 
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 
a. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan 
pemasaran. 
b. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 
peserta program Taspen. 
c. Menyetujui keabsahan dan pembayaran manfaat klim yang diajukan. 
d. Menyetujui besarnya tagihan premi peserta program TASPEN. 
e. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, 
memverifikasi dan melaporkan kepada manajemen Kantor Cabang. 
f. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan bidang pelayanan. 
g. Bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta. 
h. Bertanggung jawab dan menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang 
diterima dengan tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu 
pelayanan. 
i. Bertanggung jawab atas penilaian pembinaan dan peningkatan mutu pegawai 





3. Kepala Seksi Penetapan Klim 
Bertanggung jawab kepada : Kepala Bidang Pelayanan 
Membawahi langsung  : Pelaksana 
Tugas Pokok : 
Membantu Kepala Bidang Pelayanan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan 
seluruh kegiatan penetapan klim 
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 
a. Mengesahkan kebenaran pengajuan klim manfaat program TASPEN. 
b. Menetapkan besarnya klim manfaat program TASPEN. 
c. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, 
memverifikasi dan melaporkan kepada manajemen perusahaan. 
d. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi penetapan klim. 
e. Bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta. 
f. Bertanggung jawab dan menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang 
diterima dengan tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu 
pelayanan. 
g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 
pegawai pada unit kerja di lingkungannya 
 
4. Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran (DPP) 
Bertanggung jawab kepada : Kepala Bidang Pelayanan 
Membawahi langsung  : Pelaksana 
Tugas Pokok : 
Membantu Kepala Bidang Pelayanan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan 
seluruh kegiatan Seksi Data Peserta dan Pemasaran. 




a. Mengkoordinasikan kegiatan pengadministrasian dan pemeliharaan data 
peserta program TASPEN. 
b. Mengkoordinasikan pengiriman/penerimaan data ke/dari kantor pusat dan 
antar kantor cabang dan/atau instansi terkait sesuai kebutuhan. 
c. Menetapkan besarnya tagihan premi peserta program TASPEN. 
d. Menganalisa dan mengendalikan data peserta program TASPEN. 
e. Mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan pemasaran atas produk program 
TASPEN. 
f. Melakukan kegiatan pertanggungan diri calon peserta program TASPEN. 
g. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi administrasi peserta 
pemasaran. 
h. Bertangung jawab atas pelaksanaan pembinaan pada unit kerja di 
lingkungannya. 
5. Pengendali Fungsional 
Bertanggung jawab kepada : Kepala Cabang Surakarta 
Mengendalikan langsung  : Pelaksana 
Tugas Pokok : 
Membantu Kepala Kantor Cabang serta bertanggung jawab atas pelaksanaan 
seluruh kegiatan operasional di Kantor Cabang Surakarta. 
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 
a. Membantu Kepala Cabang dalam merencanakan dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan kegiatan pada setiap bidang. 
b. Mengendalikan pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, dan distribusi peralatan 
kantor. 
c. Membantu menjabarkan kebijakan perusahaan yang menyangkut urusan Kantor 
Cabang. 
d. Memberikan pengarahan serta pembinaan kepada jajaran di bawahnya yang 
menjadi tanggung jawabnya. 




f. Bertanggung jawab atas penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai 
yang berada di unit kerjanya. 
 
6. Kepala Bidang Personalia dan Umum 
Bertanggung jawab kepada : Kepala Cabang Surakarta 
Membawahi langsung  : Kepala Seksi Umum 
       Kepala Seksi Personalia 
Tugas Pokok : 
Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang 
kepegawaian dan umum sesuai dengan pengarahan Kepala Cabang.  
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 
a. Mengkoordinasikan kegiatan bidang personalia dan umum. 
b. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa 
serta pendistribusiannya ke unit-unit kerja di lingkungan Kantor Cabang yang 
sesuai dengan kebutuhanan.  
c. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan, kehumasan, dan keamanan, 
kearsipan, pendidikan dan latihan serta non kedinasan lainnya (KORPRI dan 
Dharma Wanita) 
d. Menyetujui daftar gaji dan kompensasi lainnya serta penyelesaian kewajiban 
pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 
e. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan administrasi atas usaha kecil dan 
koperasi di wilayahnya. 
f. Melaksanakan kualifikasi rekanan terhadap rekanan baru dan dimasukkan ke 
dalam rekanan mampu. 
g. Mengevaluasi rekanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. 





i. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, 
memverifikasi, dan melaporkan kepada manajemen Kantor Cabang. 
j. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan bidang personalia dan 
umum. 
k. Bertanggung jawab dan menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang 
diterima dengan tindakan koreksi dan pencegahan guna perbaikan mutu 
pelayanan. 
l. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan peningkatan mutu pegawai pada unit 
kerja di lingkungannya. 
 
7. Kepala Seksi Umum 
Bertanggung jawab kepada : Kepala Bidang Personalia dan Umum 
Membawahi langsung  : Pelaksana 
Tugas Pokok : 
Membantu Kepala Bidang Personalia dan Umum serta bertanggung jawab atas 
seluruh kegiatan Seksi Umum. 
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 
a. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, kehumasan, dan kearsipan. 
b. Mengkoordinasikan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan atas asset 
perusahaan juga pengamanan semua dokumen milik perusahaan di Kantor 
Cabang. 
c. Mengendalikan pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, distribusi peralatan 
kantor dan komputer di Kantor Cabang. 
d. Melakukan kegiatan operasional dan administrasi PUKK. 
e. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi umum. 
f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 





8. Kepala Seksi Personalia 
Bertanggung jawab kepada : Kepala Bidang Personalia dan Umum 
Membawahi langsung  : Pelaksana 
Tugas Pokok : 
Membawahi unit kepegawaian sesuai dengan pengarahan Kepala Bidang Personalia 
dan Umum. 
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 
a. Menyiapkan data untuk menyelenggarakan administrasi personalia serta 
menetapkan pemberian fasilitas bagi karyawan dan keluarganya. 
b. Menyimpan dan memelihara keakuratan serta kerahasiaan data/dosir 
karyawan. 
c. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, pembinaan mental karyawan, 
olahraga dan kegiatan non kedinasan lainnya (KORPRI dan Dharma Wanita) 
d. Menyusun daftar gaji dan kompensasi lainnya serta pajak penghasilan. 
e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 
pegawai pada unit kerja di lingkungannya. 
 
9. Kepala Bidang Keuangan 
Bertanggung jawab kepada : Kepala Cabang Surakarta 
Membawahi langsung  : Kepala Seksi Keuangan 
       Kepala Seksi Administrasi Keuangan 
 
Tugas Pokok : 
Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan Bidang 
Keuangan sesuai dengan pengarahan Kepala Cabang. 




a. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi-fungsi 
keuangan Kantor Cabang. 
b. Merencanakan dan mengendalikan anggaran Kantor Cabang. 
c. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan penyususnan laporan keuangan 
Kantor Cabang. 
d. Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan Kantor Cabang. 
e. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, 
memverifikasi dan melaporkan kepada manajemen Kantor Cabang. 
f. Bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta. 
g. Bertanggung jawab dan menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang 
diterima dengan tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu 
pelayanan. 
h. Bertanggung jawab atas penilaian pembinaan dan peningkatan mutu pegawai 
pada unit kerja di lingkungannya. 
 
10. Kepala Seksi Keuangan 
Bertanggung jawab kepada : Kepala Bidang Keuangan 
Membawahi langsung  : Pelaksana 
Tugas Pokok : 
Melaksanakan dan mengawasi kegiatan Seksi Keuangan sesuai dengan pengarahan 
Kepala Bidang Keuangan. 
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 
a. Menyiapkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran Kantor Cabang. 
b. Menerima dan melakukan pembayaran atas perintah Kepala Kantor Cabang. 
c. Melakukan tugas verifikasi sebagai langkah pre-audit transaksi keuangan di 
Kantor Cabang. 
d. Menyimpan uang dan surat-surat berharga. 
e. Melakukan penagihan premi Kantor Cabang. 




g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 
pegawai pada unit kerja di lingkungannya. 
 
11. Kepala Seksi Administrasi Keuangan 
Bertanggung jawab kepada : Kepala Bidang Keuangan 
Membawahi langsung  : Pelaksana 
Tugas Pokok : 
Membawahi unit administrasi keuangan sesuai dengan pengarahan Kepala Bidang 
Keuangan. 
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 
g. Melaksanakan dan mengendalikan anggaran Kantor Cabang. 
b. Menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen keuangan Kantor 
Cabang. 
c. Menyelenggarakan administrasi aktiva tetap Kantor Cabang. 
d. Melakukan rekonsiliasi bank dan pengecekan terhadap catatan pembukuan 
program TASPEN. 
e. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi administrasi keuangan. 
f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 








































a. Bunga dengan 5 (lima) Helai Daun 
Melambangkan Pegawai Negeri Peserta TASPEN, yaitu : Suami, istri, dan 3 (tiga) 
orang anak. 
 
b. Lingkaran Putih 
Melambangkan  perkembangan yang maju pesat dari arah tujuan TASPEN. 
 
c. Lingkaran Hitam 
Melambangkan persatuan Wawasan Nusantara. 
 
d. Warna Biru 
Melambangkan ketenteraman, damai, dan tenang. 
G. Keadaan Pegawai 
Berikut ini disajikan jumlah pegawai pada PT. Taspen (Persero) Surakarta 
 
Table 1.1 
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan 
 
No. Jabatan Jumlah Prosentase 
1. Kepala Cabang 1 2% 
2. Bidang Personalia dan Umum 9 18% 




4. Bidang Keuangan 10 20% 
5. Bidang Sistem Informasi 3 6% 
6. Satpam 6 12% 
7. Penjaga 3 6% 
Jumlah 50 100% 
Sumber : Personalia PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta. 
 
     Dari table di atas dapat dilihat bahwa terjadi pemusatan pegawai pada bidang 
pelayanan. Hal ini berkaitan dengan beban tugas pada proses kegiatan pelayanan 
administrasi peserta karena dalam tahap ini membutuhkan tingkat kecermatan dan 
ketelitian yang tinggi. Sedangkan bidang keuangan menduduki tempat kedua setelah 
bidang pelayanan. Hal tersebut berkaitan dengan beban tugas yang berhubungan 
dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan sehingga dibutuhkan tingkat ketelitian 













No. Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase 
1. Sarjana (S1) 10 20% 
2. Sarjana Muda (DIII) 5 10% 
3. SLTA 32 64% 
4. SD 3 6% 
Jumlah 50 100% 
Sumber : Personalia PT. TASPEN (Persero) Surakarta 
 
     Dari table di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai PT. Taspen 
(Persero) Surakarta mayoritas (64%) setingkat SLTA, sedangkan untuk peringkat kedua 
berpendidikan Sarjana (S1) sebesar 20%. Selanjutnya berpendidikan Sarjana Muda (DIII) 
sebesar 10% dan terakhir berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 6%. Dengan tingkat 






Prosedur pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
di PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta 
 
     Menyadari karena keterbatasan waktu. kemampuan dan materi yang penulis kuasai, 
prosedur pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. TASPEN 




     Dalam pelayanan pembayaran dana pensiun bagi pesertanya, PT. TASPEN (Persero) 
Cabang Surakarta memberikan kemudahan berdasarkan prosedur kerja yang dapat 
dipertanggung jawabkan. Berikut ini syarat-syarat pokok memperoleh Hak Pensiun : 
1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun 
2. Mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun dan, 
3. Telah diperhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri.  
     Untuk memperoleh hak pelayanan pembayaran pensiun tersebut diperlukan 
persyaratan sebagai berikut : 
1) Mengisi formulir Surat Permohonan Pembayaran  Pensiun Pertama (SP4A) asli, 
difoto copy 1 lembar. 
2) Asli petikan SK Pensiun berpas foto dan 1 lembar foto copynya. 
3) Asli tembusan SK Pensiun berpas foto untuk PT. TASPEN (Persero). 
4) Asli SKPP yang diterbitkan oleh Unit Kerja yang disyahkan oleh Pemda berikut 
lembar kedua dan 1 lembar foto copynya. 
5) foto copy SK Pengangkatan Pertama/Capeg/Karpeg/Kartu Peserta Taspen (KPT) 
sebanyak 1 lembar. 
6) Pas foto pemohon 4 x 3 sebanyak 3 lembar. 
7) Pas foto istri/suami pemohon 3 x 4 sebanyak 2 lembar. 
8) Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 lembar. 
9) Foto copy Buku Rekening Bank/Giro Pos sebanyak 2 lembar (khusus yang 
menghendaki haknya dibayar melalui Bank/Giro Pos). 
10) Asli Surat Keterangan sekolah/Kuliah bagi anak tertanggung yang masih 
sekolah/kuliah dan belum bekerja yang telah berusia 21-25 tahun. 
11) Mengisi formulir Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening (SP3R) 
asli, difoto copy sebanyak 1 lembar (khusus pembayaran melalui Bank/Giro Pos). 
     Berikut ini tahap-tahap prosedur pelayanan pembayaran pensiun yang dilakukan di 
bagian Pelayanan dan bagian Keuangan pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta. 
Tahap-tahap prosedur pelayanan pembayaran yang dilakukan di bagian Pelayanan 




1. Customer Servis menerima Surat Permohonan Pembayaran (SPP) klim atau hak dari 
peserta. 
2. Petugas penelitian menerima berkas dari customer servis  untuk diteliti kebenaran 
dan keabsahan. 
3. Petugas perekaman data melakukan update data teknis perhitungan sesuai yang 
tertera pada berkas pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP). 
4. Petugas perhitungan melakukan perhitungan hak peserta dan mencetak Lembar 
Perhitungan Hak (LPH). 
5. Petugas verifikasi melakukan penelitian atas kebenaran perhitungan hak peserta. 
6. Kepala Seksi Penetapan Klim melakukan pengecekan atas hasil perhitungan dan 
membubuhkan tanda tangan atas pengesahan perhitungan. 
7. Kepala Bidang Pelayanan membubuhkan tanda tangan sebagai otorisator atas 
perhitungan hak yang dimaksud. 
     Sedangkan tahap- tahap prosedur pelayanan pembayaran yang dilakukan di bagian 
keuangan antara lain : 
1. Seksi keuangan melakukan cetak voucher atau lembar perhitungan rangkap 3. 
2. Seksi keuangan meregistrasi voucher atau lembar perhitungan. 
3. Seksi keuangan meneliti ulang jumlah uang yang akan dibayarkan. 
4. Kepala Bidang Keuangan melakukan pengesahan lembar perhitungan. 
5. Kasir melakukan posting atau pencatatan sebagai bukti transaksi pembayaran yang 
akan dilakukan. 
6. Kasir melakukan pembayaran kepada peserta sesuai jumlah uang yang tertera pada 
Lembar Perhitungan Hak (LPH). 
     Uraian tahap-tahap pelaksanaan prosedur yang penulis peroleh dari pengamatan 
langsung di bagian Pelayanan pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta.adalah 
sebagai berikut : 
1) Rabu 4 maret 2009 bapak Suradji mendatangi Customer Servis dan mengajukan 
Surat Permohonan Pembayaran (SPP). Selanjutnya berkas yang diajukan oleh bapak 
Suradji diteliti Customer Servis perihal persyaratan dan kelengkapannya, berkas 
Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari bapak Suradji yang sudah memenuhi 




berkas diserahkan ke bagian pelayanan untuk diproses, lamanya proses Surat 
Permohonan Pembayaran (SPP) kurang lebih 30 menit. Proses Surat Permohonan 
Pembayaran (SPP) diserahkan sepenuhnya kepada staf-staf di bagian pelayanan dan 
bapak Suradji menunggu proses Surat Permohonan Pembayaran (SPP) di ruang 
tunggu. 
2) Kamis 5 maret 2009, Surat Permohonan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh ibu 
Sumiarsih dan sudah diagendakan diteliti kembali oleh Petugas Penelitian kurang 
lebih selama 5 menit perihal kebenaran serta keabsahan persyaratannya. Setelah 
berkas yang diteliti memenuhi persyaratan, petugas penelitian menetapkan waktu 
dimulainya proses Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari ibu Sumiarsih dan 
selanjutnya menyerahkannya kepada petugas perekaman data.  
3) Selasa 10 maret 2009, Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari ibu Wagiyem yang 
sudah ditetapkan kapan waktu mulainya diproses, Selanjutnya di update data teknis 
perhitungannya oleh petugas perekaman data sesuai data teknis perhitungan yang 
tertera pada berkas Surat Permohonan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh ibu 
Wagiyem tersebut. Berkas yang sudah di update data teknis perhitungannya 
selanjutnya diserahkan kepada petugas perhitungan. 
4) Rabu 11 maret 2009, Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari bapak Sugiman yang 
sudah sampai di petugas perhitungan, dihitung oleh petugas perhitungan perihal 
jumlah pembayaran Hak kepada bapak Sugiman sesuai dengan data teknis 
perhitungan yang tertera pada berkas tersebut. Setelah proses perhitungan selesai 
selanjutnya petugas perhitungan melakukan cetak Lembar Perhitungan Hak (LPH) 
untuk bapak Sugiman dan kemudian menyerahkannya kepada petugas verifikasi. 
Proses perhitungan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) yang dilakukan oleh 
petugas perhitungan kurang lebih selama 10 menit. 
5) Kamis 12 maret 2009, Lembar Perhitungan Hak (LPH) bapak Wardoyo yang diterima 
dari petugas perhitungan selanjutnya diteliti kembali oleh petugas verifikasi perihal 
kebenaran hasil perhitungannya. Setelah meneliti hasil perhitungan, Petugas 
verifikasi menyerahkan Lembar Perhitungan Hak (LPH) bapak Wardoyo kepada 
Kepala Seksi Penetapan Klim atau Hak. 
6) Senin 16 maret 2009, Lembar Perhitungan Hak (LPH) bapak Maryadi yang diterima 




Penetapan Klim. Setelah dinilai benar jumlah perhitungannya Kepala Seksi 
Penetapan Klim kemudian membubuhkan tanda tangan sebagai tanda pengesahan 
dan selanjutnya menyerahkan berkas pengajuan Surat Permohonan Pembayaran 
(SPP) bapak Maryadi kepada Kepala Bidang Pelayanan. 
7) Selasa 17 maret 2009, Berkas pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) ibu 
Lugiyem yang diterima dari Kepala Seksi Penetapan Klim kemudian ditanda tangani 
oleh Kepala Bidang Pelayanan sebagai otorisator atas perhitungan hak yang 
dimaksud dan selanjutnya menyerahkannya kepada unit keuangan untuk melakukan 
proses pembayaran Hak kepada ibu Lugiyem sesuai dengan jumlah yang tertera 
pada berkas pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP). 
     Sedangkan uraian tahap-tahap pelaksanaan prosedur yang penulis peroleh dari 
pengamatan langsung di bagian Keuangan pada PT. TASPEN (Persero) Cabang 
Surakarta.adalah sebagai berikut : 
1) Rabu 18 maret 2009, Cetak voucher rangkap 3 dilakukan seksi keuangan setelah 
menerima berkas Surat Permohonan Pembayaran (SPP) bapak Wahyu  dari bagian 
pelayanan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Penetapan Klim dan Kepala 
Bidang Pelayanan. Proses cetak voucher yang dilakukan oleh seksi keuangan kurang 
lebih selama 5 menit. Seperti dijelaskan oleh Bapak Soleh selaku Seksi Keuangan, 
cetak voucher lembar pertama diserahkan kepada bapak Wahyu sebagai bukti atas 
perhitungan Hak yang dibayarkan, lembar kedua untuk dosir atau berkas bukti 
pengeluaran kas PT. Taspen, lembar ketiga diserahkan untuk Kanwil 13 Dirjen 
Perbendaharaan Semarang dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban kepada 
Pemerintah. 
2) Kamis 19 maret 2009 , voucher dari berkas Surat Permohonan Pembayaran (SPP) ibu 
Lestarini yang sudah dicetak selanjutnya diregistrasi atau diberi stempel lunas oleh 
seksi keuangan sebagai bukti bahwa uang pembayaran Hak ibu Lestarini sudah 
dibayarkan. 
3) Jumat 20 maret 2009, Sebelum voucher atau Lembar Perhitungan Hak (LPH) ibu 
Tutik diserahkan ke Kasir, seksi keuangan meneliti ulang jumlah uang yang akan 
dibayarkan , tipe voucher dan nomor pensiun ibu Tutik untuk menghindari 




4) Senin 23 maret 2009, voucher bapak Susanto yang sudah dicetak dan diteliti jumlah, 
tipe, dan nomor pesertanya oleh seksi keuangan diserahkan kepada Kepala Bidang 
Keuangan untuk ditanda tangani sebagai tanda pengesahan dari batas akhir 
perhitungan Hak bapak Susanto. 
5) Selasa 24 maret 2009, voucher atau Lembar Perhitungan Hak (LPH) bapak Nardi 
yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Bidang Keuangan selanjutnya diserahkan 
seksi keuangan kepada kasir dengan tujuan untuk dicatat atau diposting kedalam 
komputer sebagai bukti tanggal transaksi pembayaran yang telah dilakukan dan 
berapa jumlah pengeluaran yang dibayarkan kepada bapak Nardi. 
6) Rabu 25 maret 2009, Setelah proses posting atau pencatatan selesai kasir 
memanggil bapak Purwanto yang mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) 
tersebut dan selanjutnya melakukan proses pembayaran Hak kepada bapak 
Purwanto sesuai dengan jumlah yang tertera pada Lembar Perhitungan Hak (LPH). 
     Setelah melakukan pengamatan secara langsung, penulis dapat menilai bahwa tahap-
tahap pekerjaan yang dilakukan di bagian pelayanan dan bagian keuangan sudah 
memenuhi tahap-tahap dari prosedur yang ditetapkan oleh PT. TASPEN (Persero) 
Cabang Surakarta. Selain itu pelayanan pembayaran SPP klim atau hak bukan 




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan kesimpulan 
sebagai berikut : 
     Peserta yang ingin mengambil hak pembayaran pensiunnya cukup mengajukan 
berkas Surat Permohonan Pembayaran (SPP) lengkap dengan persyaratannya ke 




dilakukan oleh staf-staf di bagian pelayanan dan bagian keuangan. Proses Surat 
Permohonan Pembayaran (SPP) yang dilakukan di bagian keuangan antara lain 
meneliti kebenaran dan keabsahan dari berkas yang diajukan, melakukan update 
data teknis perhitungan sesuai yang tertera pada berkas yang diajukan, menghitung 
hak sesuai data teknis perhitungan dari berkas yang diajukan dan mencetak Lembar 
Perhitungan Hak (LPH), meneliti kebenaran perhitungan hak dari berkas yang 
diajukan, memberikan tanda tangan sebagai bukti pengesahan dan penanggung 
jawab atas perhitungan hak pada berkas yang diajukan. Proses Surat Permohonan 
Pembayaran (SPP) yang dilakukan di bagian keuangan antara lain mencetak voucher 
atau lembar perhitungan, memberikan stempel lunas pada voucher atau lembar 
perhitungan, meleliti kebenaran jumlah uang pada lembar perhitungan, 
memberikan tanda tangan sebagai pengesahan perhitungan hak, mencatat atau 
melakukan posting data dari berkas yang diajukan kedalam komputer sebagai bukti 
transaksi pembayaran yang telah dilakukan, melakukan pembayaran hak kepada 
peserta yang mengajukan berkas Surat Permohonan Pembayaran (SPP). Pelayanan 
pembayaran SPP klim atau hak bukan berdasarkan nomor urut kehadiran peserta, 
melainkan atas dasar berkas yang telah siap untuk dibayarkan dan lamanya proses 




Dari hasil pengamatan dan pembahasan yang sudah dilakukan, penulis hanya dapat 
memberikan saran bahwa kinerja pegawai PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta 
sudah baik dilihat dari pelaksanaan pelayanan pembayaran kepada peserta pensiun 
yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan hendaknya PT. 
TASPEN (Persero) Cabang Surakarta tetap menjaga dan terus meningkatkan kinerja 
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